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PUTUSAN
Nomor 637/Pdt.G/2021/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NILAM LARAS WANI Binti MUSLIMIN, tempat dan tanggal lahir
Penujak, 06 Agustus 1999, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Dasan tengak , Desa
bonder, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok
Tengah, dalam perkara ini telah memberikan
kuasa kepada SAHDAN,SH., M. SHAUFI
MAULA ANJANI, SH. MH advokat & konsultan
Hukum. Beralamat di jln. Bung Karno No.30
Mataram Gedung Graha Dekopinwil Lt.3.
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
Nomor: 045/SK-LBH-AR. /1/2021 tertanggal 17
MEI 2021, yang telah didaftar pada Pengadilan
Agama Praya dengan Register Nomor
231SK/Pdt/2021/PA Pra tanggal 17 Mei 2021
sebagai Penggugat;

melawan

IRAWAN HADI SURYA Binti RAMDAN, tempat dan tanggal lahir Praya
Barat, 20 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan
Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat
kediaman di Dasan Tengak , Desa Bonder ,
Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah,

sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 637/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang
melangsungkan pernikahannya pada tanggal 04 juli 2018, dan dicatat oleh
kantor urusan agama praya barat sesuai kutipan akte nikah Nomor : 554 /
18/ VIl /2018.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah
TERGUGAT selama kurang lebih 1 tahun , dan selama pernikahan
tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang putri yang
bernama : SYAQILQILA AFIFA NAKEYSA vyang pada bulan MEI tahun
2021 ini berusia 2,2 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari 2020 ketentraman rumah tangga
penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya antara
lain :
- adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- tergugat sering meninggalkan pengguat sampe berbulan bulan
dengan alasan yang tidak jelas
- Penggugat sering dicaci maki dengan kata kata kasar dan kotor
oleh tergugat
- Penggugat sering dipukuli oleh tergugat
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5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan
tergugat berawal dari tergugat memukuli penggugat hingga mengakibatkan
luka yamg cukup serius di bagian wajahnya akhirnya penggugt pernah
mengadukan tergugat kepihak yang berwajib

6. Bahwa pada akhir bulan februari 2021 karena rumah tangga
penggugat dan tergugat sulit untuk rukun kembali dan penggugat
memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dengan membawa
anaknya yang masih berusia 2 tahun lebih

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi anatara
penggugat dan tergugat, keluarga Penggugat telah mencoba
memusyawarahkan dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian
dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak
membuahkan hasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas
dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk

menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ( IRAWAN HADI SURYA
Bin RAMDAN) Terhadap Penggugat ( NILAM LARAS WANI Binti
MUSLIMIN)
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya mengirimkan salinan

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor
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Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan pencabutan petitum primer angka 3 tentang perintah kepada Panitera
untuk mengirim Salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama,;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 520202500510180004 tanggal 21
Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencattan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya Barat, Nomor
554 / 18/ VIl /2018 Tanggal 04 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Ahyar bin Amaq Paisal, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NILAM LARAS WANI
Binti MUSLIMIN;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama IRAWAN HADI SURYA
Binti RAMDAN;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua
Tergugat selama kurang lebih satu tahun dan telah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama
Syagilgila Afifa Nakeysa umur 2 tahun 2 bulan ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
tahun 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering meninggalkan
Penggugat samapai berbulan-bulan dengan alasan yang tidak jelas,
Penggugat sering dicaci maki dengan kata-kata kasar dan kotor oleh
Tergugat dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
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- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Lalu Antik Permadi binLalu Suhaimi, umur 38 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun

Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NILAM LARAS WANI
Binti MUSLIMIN;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama IRAWAN HADI SURYA
Binti RAMDAN;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua
Tergugat selama kurang lebih satu tahun dan telah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama
Syaqilgila Afifa Nakeysa umur 2 tahun 2 bulan ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
tahun 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai
berbulan-bulan dengan alasan yang tidak jelas, Penggugat sering dicaci
naki dengan kta-kata kasar dan kotor oleh Tergugat dan Penggugat
sering dipukul oleh Tergugat ;
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- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa khusus Nomor Nomor:
045/SK-LBH-AR. /1/2021 tertanggal 17 MEI 2021, yang telah didaftar pada
Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 231SK/Pdt/2021/PA Pra
tanggal 17 Mei 2021 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus
tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat mempunyai legal standing sehingga
dipandang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
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untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga
menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata
ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh
hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam
persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan
ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian
melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil
untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat pada setiap
persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki
oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa sejak bulan januari 2020 ketentraman rumah tangga
penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya antara lain

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat
sering meninggalkan pengguat sampai berbulan bulan dengan alasan yang
tidak jelas, Penggugat sering dicaci maki dengan kata kata kasar dan kotor
oleh tergugat, Penggugat sering dipukuli oleh tergugat. Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Februari 2021 dan selama
pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak
jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang
diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya
dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk mengetahui apakah benar
Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan apakah antara Penggugat
dengan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau
tidak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.,
Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan penggugat
merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW,
maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat
bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa
penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah, dengan
demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi
relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara
penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum
dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Ahyar bin Amag Paisal dan Lalu Antik Permadi binLalu Suhaimi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke
dalam persidangan tersebut telah disumpah dan keterangannya tersebut telah
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bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta
Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat meteriil pembuktian dan karenanya saksi
dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah Kutipan Akta
Nikah Nomor : 554 / 18/ VII /2018.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat sejak sejak awal tahun 2020
mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, Tergugat sering meninggalkan Penggugat samapai berbulan-
bulan dengan alasan yang tidak jelas, Penggugat sering dicaci maki dengan
kata-kata kasar dan kotor oleh Tergugat dan Penggugat sering dipukul oleh
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal
tahun 2020 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang
tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;
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Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rah-mah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-
Qur’an da-lam Surat Ar-Rum ayat 21:
oz lod] loiSui ols il @Samiil o 25 315 O aill pog
da> )9 8290 @Siy

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk
isteri-isteri dari jenismu sendiri;supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “ ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk disatukan dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh ka-
rena itu dalam rangka tasrii-hun bi ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak
yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi
Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat itu sendiri, hal ini sesuai sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ikatan perkawinan yang telah
rapuh antara Penggugat dengan Tergugat meniscayakan terabainya cita cita luhur
perkawinan dan apabila dipertahankan menciptakan ketidaknyamanan dan
kezhaliman yang nyata dalam rumah tangga keduanya. Hal ini seiring dengan
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pendapat ulama Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni Dalam Kitab Madaa Hurritauz
zaujaini Fit Thalaaq Jilid | Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang bunyi nya sebagai berikut:

oball s g GU plla ,o)lwyl JL:>-| x5
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Artinya :Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah
tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak
berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara
suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat
mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan
mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan
menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah
kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39
ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab
Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai
pendapat sendiri yang berbunyi :

aiy al cwilSol sils wilall Leslosll

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah
boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat pada

petitum angka (1) harus dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3), oleh karena telah dicabut oleh
Penggugat, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IRAWAN HADI SURYA

Binti RAMDAN) kepada Penggugat (NILAM LARAS WANI Binti

MUSLIMIN);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 335.000,00 ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Praya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 Zulgaidah 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua
Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.l. dan Solatiah, S.H.l, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.l. Syafruddin, S.Ag, M.SI

Solatiah, S.H.I
Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 200.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp 15.000,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.
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